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Abstrak –  

 

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (financial 

intermediary), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana 

dari masyarakat. Perkembangan pasar keuangan syariah di 

Indonesia selama beberapa tahun terakhir cukup pesat, walaupun 

pasar keuangan syariah merupakan elemen baru di Indonesia. 

Perkembangan yang cukup pesat dalam pasar keuangan syariah 

yang berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanal perkembangan 

lbisnis lperbankan lsyariah di Indonesia, metode yang digunakan 

adalah metode kajian kepustakaan (library research) dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian adalah 

Perkembangan bisnis perbankan syariah di Indonesia 

menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama sejak 

diterapkannya UU No. 21 tahun 2008 yang menjadi landasan 

hukum bagi industri ini. Dengan berbagai inovasi produk dan 

layanan, serta penggabungan bank syariah BUMN menjadi Bank 

Syariah Indonesia, sektor ini semakin mengukuhkan posisinya 

sebagai alternatif yang menarik dan kompetitif dalam sistem 

perbankan nasional. 

 

Keywords: Perkembangan Bisnis, Bank Syariah 

 

INTRODUCTION 

 

Perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir 

cukup pesat, walaupun pasar keuangan syariah merupakan elemen baru di Indonesia. 

Perkembangan ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah di 

Indonesia, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan lembaga 

keuangan syariah lainya. Perkembangan yang cukup pesat dalam pasar keuangan syariah 

yang berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat, adalah industri perbankan syariah. 

Industri Perbankan syariah dapat memberikan kontribusi dalam melakukan transformasi 

perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif, bernilai tambah dan inklusif. Bank 

sebagai lembaga perantara jasa keuangan (financial intermediary), yang tugas 

pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana 

dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua 

lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun swasta. Dalam kegiatan penyaluran 

dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi, karena 

prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan 

keuantungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek 

penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. 

Disebut, pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai 

kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. (Ilyas, 2021) 
Perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang seiring dengan 

berkembangnya pertumbuhan penduduk yang berpenduduk mayoritas beragama islam. 

Perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang memiliki berbagai macam 
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produk dan pelayanan yang beragam akan siklus operasionalnya serta memiliki 

kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk keberlanjutan entitas 

bisnis dan untuk mengukur kemampuan bersaing dalam jangka panjang. 

Sektor perbankan adalah salah satu sektor yang berperan vital bagi pertumbuhan 

ekonomi suatu Negara. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya 

menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai 

tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. 

Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, atau menerima 

segala macam bentuk pembayaran dan setoran. (Suaryana, 2021) Di Indonesia terdapat dua 

jenis bank yang melakukan aktivitas dalam lingkup yang berbeda, yaitu bank konvensional 

dengan konsep bunga dan bank syariah dengan konsep bagi hasil. Bank yang berdasarkan 

pada prinsip syariah tidak mengenal bunga dalam memberikan jasa simpanan maupun 

pinjaman. Di bank ini jasa yang diberikan disesuaikan dengan hukum Islam. l 

Perbedaan lsistem lperbankan lsyariah ldan lkonvensional lterletak lpada 

ldistribusi lresiko lusaha. lPada lsistem lbunga, lbalas ljasa lmodal lditentukan 

lberdasarkan lpersentase ltertentu ldan lresiko lsepenuhnya lditanggung loleh lsalah 

lsatu lpihak. lUntuk lhal lnasabah lsebagai ldeposan, lresiko lsepenuhnya lberada 

lpada lpihak lbank, lsebaliknya lapabila lnasabah lsebagai lpeminjam, lresiko 

lsepenuhnya lberada lditangan lpeminjam. lSedangkan lpada lsistem lsyariah 

lditerapkan lsistem lbagi lhasil ldimana ljasa latas lmodal ldiperhitungkan 

lberdasarkan lkeuntungan latau lkerugian lyang ldiperoleh lyang ldidasarkan lpada 

lakad. lPrinsip lutama ldari lakad ladalah lkeadilan lantara lpemberi lmodal ldan 

lpemakai lmodal. lPrinsip lini lberlaku lbaik lbagi ldebitur lmaupun lkreditur. 
Bank lSyariah llahir lsebagai lsalah lsatu lsolusi lalternatif lterhadap lpersoalan 

lpertentangan lantara lbunga lbank ldengan lriba. lDemikian lkerinduan lumat lislam lyang lingin 

lmelepaskan ldiri ldari lpersoalan lriba ltelah lmendapat ljawaban ldengan llahirnya lBank 

lSyari’ah ldi lindonesia lpada lsekitar ltahun l90an latau ltepatnya lsetelah lada lperaturan 

lpemerintah lNo.72 ltahun l1992, ldirevisi ldengan lUU lNo.10 ltahun l1988. L Perbankan lsyariah 

lmerupakan lsebuah lviable lalternative luntuk lmendorong lpertumbuhan lekonomi ldan lmampu 

lmenyerap lmacro-financial lshocks lkarena lkeuntungan lstruktural lyang ldimilikinya 

ldibandingkan lperbankan lkonvensional. lDi lIndonesia leksistensi lperbankan lsyariah lselama 

l25 ltahun lterakhir ltelah lmemberikan lwarna ldan lvariasi ltersendiri lbagi lperkembangan 

lindustri lperbankan. lSebagai lindustri lyang lterus lberkembang, lperbankan lsyariah lmemiliki 

lmasa ldepan lyang lcemerlang lterutama ldengan lbesarnya lpotensi lpenduduk lmuslim ldi 

lIndonesia. (Pambuko, Usman, & Andriyani, 2019) 

Di lIndonesia, lperkembangan lbank lsyariah ldiikuti ldengan lberkembangnya 

llembaga lkeuangan lsyariah ldi lluar lstruktur lperbankan lantara llain: lAsuransi lTakaful, lPasar 

lModal lSyariah, lPegadaian lSyariah, ldan lBaitul lMaal lwat lTamwil l(BMT). lPerkembangan 

lbank lsyariah lpada ltiga ltahun lterskhir lini lrelatif lsangat lcepat. lHal lini ldapat ldilihat ldari 

lbeberapa lindikator, lbaik lindikator lkeuangan, lseperti ljumlah laktiva, ldana lpihak lketiga, 

lvolume lpembiayaan, lmaupun ldilihat ldari lindikator lkelembagaan ldan ljaringan lkantor 

lbank. l(Imaniyati & Putra, 2017). Berlandaskan leksplanasi lberkenaan llatar lbelakang 

lpersoalan, ltentunya lmenimbulkan lketertarikan luntuk lmenelaah lperihal bagaimanal 

perkembangan lbisnis lperbankan lsyariah di Indonesia. lHal ltersebut lterlihat ldengan 

lsemakin lbanyaknya lbank-bank lumum lyang lmulai lberalih lmenjadi lbank lsyariah ldan 

lhampir lseluruh lbank lumum lyang lada ldi lIndonesia lpada lsaat lini lsudah lmempunyai lproduk 

lbank lyang lproses lpengelolaan ldananya lberdasarkan lprinsip lsyariah. l(Apriyanti, 2017). 
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RESEARCH METHODS 

 

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik   pengumpulan   data yang digunakan adalah studi 

kepustakaan, dengan mengumpulkan dokumentasi perpustakaan dari artikel  jurnal, buku 

serta  data  publikasi  dari pihak  lain.  Dari  referensi-referensi tersebut    dikutip pendapat-

pendapat dan argumentasi para pakar yang mereka  kemukakan,  setelah  itu  ditarik suatu 

kesimpulan. 

 

RESULT AND DISCUSSION 

 

1. lPerkembangan lPerbankan lSyariah ldi lIndonesia 

 

Perbankan lsyariah l( lالمصرفیة lالإسلامیة lal-Mashrafiyah lal-Islamiyah) ladalah 

lsuatu lsistem lperbankan lyang lpelaksanaannya lberdasarkan lhukum lIslam 

l(syariah). lPembentukan lsistem lini lberdasarkan ladanya llarangan ldalam lagama 

lIslam luntuk lmeminjamkan latau lmemungut lpinjaman ldengan lmengenakan lbunga 

lpinjaman l(riba), lserta llarangan luntuk lberinvestasi lpada lusaha-usaha lberkategori 

lterlarang l(haram). lSistem lperbankan lkonvensional ltidak ldapat lmenjamin 

labsennya lhal-hal ltersebut ldalam linvestasinya, lmisalnya ldalam lusaha lyang 

lberkaitan ldengan lproduksi lmakanan latau lminuman lharam, lusaha lmedia latau 

lhiburan lyang ltidak lIslami, ldan llain-lain. lMeskipun lprinsip-prinsip ltersebut 

lmungkin lsaja ltelah lditerapkan ldalam lsejarah lperekonomian lIslam, lnamun lbaru 

lpada lakhir labad lke-20 lmulai lberdiri lbank-bank lIslam lyang lmenerapkannya 

lbagi llembaga-lembaga lkomersialswasta latau lsemi-swasta ldalam lkomunitas 

lmuslim ldi ldunia. L Bank lsyariah ladalah lbank lyang loperasionalnya ldengan ltidak 

lmengandalkan lbunga. lBank lsyariah ladalah llembaga lkeuangan lyang loperasional 

lproduknya ldikembangkan lberlandaskan lpada lAl-Quran ldan lhadits lNabi lSAW. 

lCiri lkhas lbank lsyariah lyaitu ltidak lmenerima latau lmembebani lbunga lkepada 

lnasabah, lakan ltetapi lmenerima latau lmembebankan lbagi lhasil lserta limbalan 

llain lsesuai ldengan lakad lyang ldijanjikan. l(Ismail, 2016). Bank lsyariah ljuga 

llembaga lkeuangan lyang lusaha lpokoknya lmemberikan lpembiayaan ldan ljasa-jasa 

lperbankan llainnya ldalam lbentuk llalu llintas lpembayaran lserta lperedaran luang 

lyang loperasionalnya ldisesuaikan ldengan lprinsip-prinsip lsyariah. lBank lsyariah 

lmemiliki ltiga lprinsip lutama lyang lharus ldianut lyaitu: 

a) Larangan lriba l(bunga) ldalam lberbagai lbentuk ltransaksi 

b) Menjalankan lbisnis ldan laktivitas lperdagangan lyang lberbasis lpada 

lkeuntungan lyang lsah lmenurut lsyariah. 

c) Memberikan lzakat (Pambuko, Usman, & Andriyani, 2019) 

 

Bank lSyariah lmerupakan lsalah lsatu laplikasi lekonomi lsyariah lIslam 

ldalam lmewujudkan lnilai-nilai ldan lajaran lIslam lyang lmengatur lbidang 

lperekonomin lumat lyang ltidak lterpisahkan ldari laspek-aspek lajaran lIslam 

lkomprehensif ldan luniversal. lKomprehensif lberarti lajaran lIslam lmerangkum 

lseluruh laspek lkehidupan lsosial lkemasyarakatan ltermasuk lbidang lekonomi, 

luniversal lbermakna lsyariah lislam ldapat lditerapkan ldalam lsetiap lwaktu ldan 

ltempat ltanpa lmemandang lperbedaan lras, lsuku, lgolongan, ldan lagama lsesuai 

lprinsip lIslam lsebagai l“rahmatan llil lalamin. Perbankan lsyariah ladalah lsegala 

lsesuatu lyang lmenyangkut ltentang lbank lsyariah ldan lunit lusaha lsyariah, 

lmencakup lkelembagaan lkegiatan lusaha, lserta lcara ldan lproses ldalam 

lmelaksanakan lkegiatan lusahanya l(Undang-undang lNo l21 lTahun l l2008). lBank 
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lsyariah ladalah lBank lyang lmenjalankan lkegiatan lusahanya lberdasarkan lprinsip 

lsyariah. lMenurut l l lUndang-undang l l lNo. l l l10 ltahun l l1998 l ltentang l 

lperubahanlUndang l–undang lNo.7 ltahun l1992 ltentang lperbankan, l l lBank l l 

ladalahlbadan l l lusaha lyang l lmenghimpun l ldana l ldari l lmasyarakat ldalam 

lbentuklsimpanan ldan lmenyalurkannya lkepada lmasyarakat ldalam l l lbentuk l l 

lkreditldan/atau l l lbentu-bentuk llainnya ldalam lrangka lmeningkatkan l ltaraf l 

lhidup l lrakyat l lbanyak. l(Nurhasibah & Sukmana, 2019)  

Bank lsyariah ladalah lbank lumum lyang lmelaksanakan lkegiatan lusaha 

lberdasarkan lprinsip lsyariah lyang ldalam lkegiatannya lmemberikan ljasa ldalam 

llalu llintas lpembayaran. lSedangkan lprinsip lsyariah ladalah lprinsip lhukum lislam 

ldalam lkegiatan lPerbankan lberdasarkan lfatwa lyang ldilkeluarkan loleh llembaga 

lyang lmemiliki lkewenangan ldalam lpenetapan lfatwa ldi lbidang lsyariah. lIndustri 

lperbankan lsyariah lmemiliki lkarakteristik lumum lyang lmelekat lpada lindustri 

lperbankan, lyaitu lindustri lyang lpadat lregulasi, ldan lindustri lyang lberdasarkan 

lpada lkepercayaan. lSistem lperbankan lsyariah ldi lIndonesia ldilaksanakan ldengan 

lsistem lprinsip lbagi lhasil, lmengedepankan lnilai lkebersamaan, lukhuwah, ldan 

lpenghindaran lunsur lspekulatif ldalam lsetiap ltransaksinya.(Iskandar, 

2014)Perbankan lsyariah lmerupakan lpraktik lkeuangan lsyariah lyang lpertama ldan 

lyang lpaling lpopuler ldisuatu lnegara latau lwilayah. lSecara lhistoris, lkonsep 

lekonomi lyang lsesuai ldengan lprinsip lsyariah ltelah ldikembangkan ldan 

ldilaksanakan lsejak lmasa lkenabian lMuhammad lSAW. lNamun, lsecara lhistoris 

lkonteks llembaga lyang ldinamakan lperbankan lkemunculannya lrelatif lbaru lyaitu 

lpada ltahun l1963, lsejak lpendirian lMit lGhamir lLocal lSaving lBank ldi lMesir 

loleh lDr. lAhmad lEl-Najar. lLayanan lperbankan lberdasarkan lprinsip lsyariah lyang 

ldisediakan loleh lbank lini lmendapat lsambutan lhangat ldari lpenduduk lsetempat, 

lnamun lkarena lalasan lpolitik, lpada ltahun l1967 lbank ltersebut lditutup. 

Hadirnya lMit lGhamir lLocal lSaving lBank ltelah lmenstimulasi lide-ide 

luntuk lmelahirkan lkeuangan lmodern lyang lsesuai ldengan lprinsip-prinsip lsyariah. 

lPendirian lIslamic lDevelopment lBank l(IDB) lpada ltahun l1975 lmerupakan 

ltonggak lpenting lperkembangan lperbankan lsyaruiah ldi lnegara-negara lmuslim 

lsepeerti lDubai lIslamic lBank l(1978) ldi lUni lEmirat lArab, lFaisal lIslamic lBank 

l(1977) ldi lMesir ldan lSudan, lKuwait lFinance lHouse l(1977) ldi lKuwait, lKordan 

lIslamic lBank l(1978) ldan llain-lain. lBahkan lpendirian lbank lIslam ldi lperingkat 

lpermulaan ljuga ldidirikan ldi lnegara-negara lnon lmuslim lseperti lThe lIslamic 

lBank lInternational l(1983) ldi lDenmark. lHingga lkini, lkeuangan lIslam ldidunia 

lterus lberkembang ldengan lsektor lyang lsangat lberagam, lmulai ldari lperbankan 

lSyariah, lasuransi lsyariah, lpasar lmodal lsyariah, lreksadana lsyariah ldan llain-lain 

l(Kholis, 2020). L 

Pendirian lbank lSyariah lpertama ldi lIndonesia lyang lmerupakan lhasil 

lkerja ltim lperbankan lMUI ladalah ldengan ldibentuknya lBank lMuamalat 

lIndonesia l(BMI) lpada ltahun l1991. lKesuksesan lpendirian lBMI ltelah 

lmengilhami lkesadaran lmasyarakat luntuk lmengamalkan lekonomi lSyariah, 

lsehingga lsejak ltahun l1992 lmulai ldidirikan llembaga lkeuangan lsyariah lmikro 

lyaitu lBank lPerkreditan lRakyat lSyariah l(BPRS) ldan lBaitul lMal lwat-Tamwil. 

(Kasmir, 2014) l 

Gagasan lpendirian lbank lsyari’ah ldi lIndonesia lsebenarnya lsudah lmuncul 

lsejak ltahun l1968. lEvolusi lperbankan lsyari’ah ldi lIndonesia ldapat ldikatagorikan 

lke ldalam ltiga ltahapan. lTahapan lpertama lyaitu ltahapan lpematangan l(diskursus) 

lkonsep l(1968-1992). lTahapan lkedua ladalah ltahapan limplementasi l(1992-1998) 

ldan ltahapan lketiga ladalah ltahapan lpengembangan ldan lpenetrasi lpasar l(1998-

sekarang). lKetiga ltahapan lini, lsangat ldipengaruhi loleh ldinamika lpemikiran 
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lulama ltentang lbunga lbank ldan ljuga lperkembangan lserta lkemajuan lperbankan 

lIslam ldi lnegara llain lyang llebih lduluan lmelakukan limplementasi lkonsep 

lperbankan lsyari’ah. (Yusuf, 2020) 

Lembaga lperbankan lsyariah ltelah lditetapkan loleh lpemerintah lRepublik 

lIndonesia lberoperasi lmenjalankan lusaha lperbankan ldengan lprinsip lsyariah. 

lMelalui l(UU lRI, l1998) lditegaskan lposisi lperbankan lsyariah luntuk likut lserta 

lmenumbuhkembangkan lperekonomian lmasyarakat lIndonesia ldan lperekonomian 

lnegara lsebagai lbank lumum. lBank lberdasarkan lprinsip lsyariah ldiberikan 

lkekhususan lberdasarkan llatar lbelakang ladanya lsuatu lkeyakinan ldalam lagama 

lIslam lyang lmerupakan lsuatu lalternatif latas lperbankan ldengan lkekhususannya 

lpada lprinsip lsyariah. lPrinsip lsyariah ldidasarkan lpada lketauhidan lyang 

lmencerminkan lkeadilan, lkeamanahan ldan lprinsip lsyura ldan lpelaksanaannya 

lbagian ldari libadah. lKekhususan lini lmenjadi lpembeda lnyata lantara lperbankan 

lsyariah ldan lperbankan lkonvensional. lKehadiran lperbankan lsyariah lhingga lsaat 

lini ltelah lmampu lmenjawab lpermasalahan ldan lkebutuhan lmasyarakat lmuslim 

luntuk lmenginvestasikan ldana ldan lkebutuhaan ldana luntuk lmenunjang lkegiatan 

lbisnis lmaupun lkebutuhan llainnya. lSehingga ldengan ldemikian lmasyarakat 

lkhususnya lmasyarakat lmuslim ltidak lperlu llagi lkhawatir luntuk lmengelola ldana 

ldan lusahanya ltetap ldalam lketentuan lyang ltidak lmelanggar lsyariah. (Gultom & 

Siregar, 2022) 

Tumbuhnya lpemahaman ldan lkeinginan lmasyarakat luntuk lmenggunakan 

llayanan lperbankan lsyariah, lserta lfakta lbahwa lbankir ldan linvestor lbaru lmulai 

lmengenali lpotensi lpasar ldan lkeunggulan lkomparatif ldari lsistem lperbankan 

lsyariah, lsemuanya lberkontribusi lpada loptimisme luntuk lpengembangan 

lperbankan lsyariah lyang llebih lbaik. ldi lmasa ldepan. lDengan lmenyempurnakan 

lberbagai lundang-undang lyang lmenawarkan lberbagai lalternatif lpengembangan 

ljaringan lkantor lbank lsyariah ldan lmensosialisasikan lpotensi ldaerah ldan lminat 

lmasyarakat lterhadap lperbankan lsyariah. Karakteristik lsistem lperbankan lsyariah 

lyang lberoperasi lberdasarkan lprinsip lbagi lhasil lmemberikan lalternatif lsistem 

lperbankan lyang lsaling lmenguntungkan lbagi lmasyarakat ldan lbank, lserta 

lmenonjolkan laspek lkeadilan ldalam lbertransaksi, linvestasi lyang lberetika, 

lmengedepankan lnilai-nilai lkebersamaan ldan lpersaudaraan ldalam lberproduksi, 

ldan lmenghindari lkegiatan lspekulatif ldalam lbertransaksi lkeuangan. lDengan 

lmenyediakan lberagam lproduk lserta llayanan ljasa lperbankan lyang lberagam 

ldengan lskema lkeuangan lyang llebih lbervariatif, lperbankan lsyariah lmenjadi 

lalternatif lsistem lperbankan lyang lkredibel ldan ldapat ldinimati loleh lseluruh 

lgolongan lmasyarakat lIndonesia ltanpa lterkecuali. 

Adapun lfaktor-faktor lpendorong llain ldalam lpengembangan lperbankan 

lsyariah lyaitu lkeinginan luntuk lmeningkatkan lmobilisasi ldana lmasyarakat lyang 

lbelum lterserap lke lsektor lperbankan, lkeinginan luntuk lmemperkuat lsistem 

lperbankan lnasional, ldan lkeinginan luntuk lmemberikan lkemudahan lbagi linvestor 

lasing luntuk lmelakukan lkegiatan lpembiayaan ldan ltransaksi lkeuangan ldi 

lIndonesia lsesuai ldengan lprinsip-prinsip lsyariah ladalah lkekuatan lpendorong llain 

ldi lbalik lperkembangan lperbankan lsyariah. Pada lsaat lini l lIndonesia lsebagai 

lNegara ldengan lpenduduk lmuslim lterbesar ldi ldunia, lmemiliki lpotensi luntuk 

lmenjadi lyang lterdepan ldalam lindustri lKeuangan lSyariah. lMeningkatnya 

lkesadaran lmasyarakat lterhadap lhalal lmatter lserta ldukungan lstakeholder lyang 

lkuat, lmerupakan lfaktor lpenting ldalam lpengembangan lekosistem lindustri lhalal 

ldi lIndonesia. lTermasuk ldi ldalamnya ladalah lBank lSyariah. lBank lSyariah 

lmemainkan lperanan lpenting lsebagai lfasilitator lpada lseluruh laktivitas lekonomi 

ldalam lekosistem lindustri lhalal. lKeberadaan lindustri lPerbankan lSyariah ldi 
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lIndonesia lsendiri ltelah lmengalami lpeningkatan ldan lpengembangan lyang 

lsignifikan lterhadap linovasi lproduk, lpeningkatan llayanan, lserta lpengembangan 

ljaringan lmenunjukan ltrend lyang lpositif ldari ltahun lke ltahun. lBahkan, lsemangat 

luntuk lmelakukan lpercepatan ljuga ltercermin ldari lbanyaknya lBank lSyariah lyang 

lmelakukan laksi lkorporasi. lTidak lterkecuali ldengan lBank lSyariah lyang ldi 

lmiliki. Bank lBUMN, lyaitu lBank lSyariah lMandiri, lBNI lSyariah, ldan lBRI 

lSyariah. 

Pada l1 lFebruari l2021 lpukul l13:00 lWIB lyang lbertepatan ldengan l19 

lJumadil lAkhir l1442 lH lmenjadi lpenanda lsejarah lbergabungnya lBank lSyariah 

lMandiri, lBNI lSyariah, ldan lBRI lSyariah lmenjadi lsatu lentitas lyaitu lPT lBank 

lSyariah lIndonesia lTbk l(BSI). lPenggabungan lini lakan lmenyatukan lkelebihan 

ldari lketiga lBank lSyariah lsehingga lmenghadirkan llayanan lyang llebih llengkap, 

ljangkauan llebih lluas, lserta lmemiliki lkapasitas lpermodalan lyang llebih lbaik. lDi 

ldukung lsinergi ldengan lperusahaan linduk l(Mandiri,BNI,BRI) lserta lkomitmen 

lpemerintah lmelalui lKementerian lBUMN, lBank lSyariah lIndonesia ldi ldorong 

luntuk ldapat lbersaing ldi ltingkat lglobal. lPenggabungan lketiga lBank lSyariah 

ltersebut lmerupakan likhtiar luntuk lmelahirkan lBank lSyariah lkebanggaan lumat, 

lyang ldi lharapkan lmenjadi lenergi lbaru lpembangunan lekonomi lnasional lserta 

lberkontribusi lterhadap lkesejahteraan lmasyarakat lluas. lKeberadaan lBank lSyariah 

lIndonesia ljuga lmenjadi lcerminan lwajah lPerbankan lSyariah ldi lIndonesia lyang 

lmodern, luniversal, ldan lmemberikan lkebaikan lbagi lsegenap lalam l(Rahmatan 

lLil’Alamiin). 

 

2. Aktivitas lBisnis lBank lSyariah 

 

Bank lsyariah ladalah lbank lyang lberoperasi ldengan ltidak lmengandalkan 

lbunga. lKedudukan lbank lsyariah ldengan lpara lnasabahnya ladalah lsebagai lmitra 

linvestor ldan lpedagang. lPada lprinsipnya, lBank lSyariah ladalah lsama ldengan 

lperbankan lkonvensional, lyaitu lsebagai linstrumen lintermediasi lyang lmenerima 

ldana ldari lorang-orang lyang lsurplus ldana l(dalam lbentuk lpenghimpunan ldana) 

ldan lmenyalurkannya lkepada lpihak lyang lmembutuhkan l(dalam lbentuk lproduk 

lpelemparan ldana). lBank lsyariah lmenggunakan lberbagai lteknik ldan lmetode 

linvestasi, ldimana lkontrak lhubungan linvestasi lantara lbank lsyariah ldengan lpara 

lnasabahnya ldisebut ldengan listilah lpembiayaan. lDalam lperbankan, lpembiayaan 

lmempunyai lperanan lpenting lterutama luntuk lmenyalurkan ldana lkepada 

lmasyarakat luntuk lmenghadapi lmasalah ldan latau lmodal lkerja lterutama luntuk 

lsektor lusaha lmenengah lke lbawah lyang lmempunyai lmasalah lpermodalan luntuk 

lmenjalankan lkegiatan lusahanya lguna lmeningkatkan lpendapatan. lPembiayaan 

ladalah lpendanaan lyang ldiberikan loleh lsuatu lpihak lkepada lpihak llain luntuk 

lmendukung linvestasi lyang ltelah ldirencanakan lbaik ldilakukan lsendiri lmaupun 

llembaga. lSehingga ldengan lkata llain, lpembiayaan ladalah lpendanaan lyang 

ldikeluarkan luntuk lmendukung linvestasi lyang ltelah ldirencanakan. 

Bank lsyariah lberperan lsebagai lperantara lantara lpihak lyang lberkelebihan 

ldana ldengan lpihak lyang lkekurangan ldana, lbaik litu ldalam lkegiatan lusaha 

lmaupun lkegiatan llainnya lyang lsesuai ldengan lhukum lIslam. lSelain litu, lsistem 

loperasional lbank lsyariah ldikenal ldengan listilah lIslamic lBanking latau lInteres 

lFree lBanking, lyaitu lbank lyang ltidak lmengenal lsistem lbunga l(riba), lspekulasi 

l(maisîr) ldan lketidak lpastian l(gharār). lDengan ldemikian, lbank lsyariah ldapat 

ldiartikan lsebagai lsuatu llembaga lkeuangan lyang lmempunyai lmekanisme ldasar 

lmenerima lsimpanan ldeposito ldari lpemilik lmodal l(depositor) ldan lmempunyai 

lkewajiban l(liability) lmemberikan lkeuntungan l(return) ldengan lprinsip lprofit land 
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lloss lsharing ldalam lmenawarkan lpendanaan lmaupun lpembiayaan lkepada 

linvestor ldengan lskema lMuḍārabah, lmusyarakah ldan llainnya lyang lsesuai 

ldengan lsyariat lIslam. 

Perkembangan lpesat ldi ldunia lbisnis ldan lkeuangan ljuga ltelah 

lmendorong lperkembangan linovasi ltransaksi-transaksi lperbankan lsyariah lyang 

lmemenuhi lprinsip lsyariah lsecara listiqomah lsesuai lfatwa lyang ldikeluarkan 

loleh lDewan lSyariah lNasional lMajelis lUlama lIndonesia, lyang lkemudian ldi 

limplementasikan lsecara llebih lrinci laspek lteknis ldalam lketentuan lperbankan 

lsyariah. lAkad-akad lyang ldipraktikkan lberikut lproduk ldan ljasa lyang 

lditawarkan lBank lSyariah lsebagai lberikut: 

1. Akad lTitipan, lmisalnya lakad lwadi’ah; 

2. Akad lPinjaman, lmisalnya lqardh ldan lqardhul lhasan; 

3. Akad lBagi lHasil, lmisalnya lmudharabah ldan lmusharakah; 

4. Akad lJual lBeli, lmisalnya lmurabahah, lsalam, ldan listishna; 

5. Akad lSewa, lmisalnya lijarah ldan lijarah lwa liqtina; ldan 

6. Akad lLainnya, lmisalnya lwakalah, lkafalah, lhiwalah, lujr, lsharf, ldan 

lrahn. 

Didalam lUU lNomor l21 ltahun l2008 ldalam lpasal l1 layat l1 lyang 

ldimaksud ldengan lPerbankan lSyariah ladalah lSegala lsesuatu lyang 

lmenyangkut ltentang lBank lSyariah ldan lUnit lUsaha lSyariah, lmencakup 

lkelembagaan lkegiatan lusaha, lserta lcara ldan lproses ldalam l l lmelaksanakan 

lkegiatan lusahanya. lPerbankan lSyariah ldi lsamping lmelakukan lpenghimpunan 

ldana ldari lmasyarakat, lperbankan lsyariah ljuga lmelakukan lkegiatan lusaha 

lpenyaluran ldana lkepada lmasyarakat lberdasarkan lprinsip lsyariah lbaik lBank 

lumum lSyariah lmaupun lBank lPerkreditan lRakyat lSyariah l(BPRS) ldapat 

lmelakukan lkegiatan usaha lpenyaluran ldana lperbankan lkepada lmasyarakat 

lberdasarkan lprinsip lsyariah. 

Penyaluran ldana lkepada lmasyarakat ltersebut ldilakukan lberupaya 

lpembiayaan ldengan lmempergunakan lprinsip ljual lbeli, lbagi lhasil, lsewa 

lmenyewa ldan lpinjam lmeminjam. lDengan ldemikian, lproduk lpembiayaan 

lsyariah ltersebut lsesuai ldengan lpenggunaannya lmenurut lundang-undang 

lPerbankan lSyariah lUU lNomor l21 ltahun l2008 lpasal l1 layat l25. lProduk ldan 

ljasa lyang ldiberikan lBank lSyariah lantara llain: 

1. Pendanaan l 

a. Pola ltitipan l: lWadiah lyad lDhamanah l(Produk: lGiro/Tabungan) 

b. Pola lpinjaman: lQardh l(Produk: lGiro, lTabungan) 

c. Pola lsewa: lijarah l( lProduk: lSukuk/Obligasi) 

d. Pola lBagi lHasil: lMudarabah lMutlaqah, lMudharabah lMuqayyadah 

l(executing) l(Produk: ltabungan, ldeposito, linvestasi, lsukuk/obligasi) 

2. Pembiayaan 

a. Pola lbagi lhasil: lMurabahah, lMusyarakah l(Produk: lInvestment 

lFinancing) 

b. Pola ljual lbeli: lMurabahah, lsalam, listishna l(Produk: lTrade lFinancing) 

c. Pola lsewa: lijarah, lijarah lmuntahiyah lbit ltamlik l(Produk: lTrade 

lFinance) 

d. Pola lPinjaman: lQardh l(Produk: lTalangan) 

3. Jasa lperbankan 

a. Pola ljasa: lwakalah, lkafalah, lhawalah, lrahn,sharf, lujra l(produk: ljasa 

lkeuangan) 

b. Pola ltitipan: lwadiah lyad lamanah l(Produk: ljasa lnon lkeuangan) 
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c. Pola lbagi lhasil: lMudharabah lMuqayyadah l(channeling) l(Produk: ljasa 

lKeagenan) 

4. Sosial 

a. Pola lpinjaman: lQardhul lHasan l(Produk: lPinjaman lKebajikan) 

 

Otoritas lJasa lKeuangan lmemberikan lguidance lyang llengkap lmengenai 

lproduk ldan laktivitas lBank lSyariah lmelalui lSurat lEdaran lOtoritas lJasa 

lKeuangan lNomor l36/SEOJK.03/2015 lTentang lProduk lDan lAktivitas lBank 

lUmum lSyariah lDan lUnit lUsaha lSyariah. lUntuk lpenghimpunan ldana, lproduknya 

ladalah ltabungan, lgiro, ldeposito, lSertifikat lDeposito lSyariah ldalam lBentuk 

lWarkat, ldan lPembiayaan lyang lDiterima.  Dan Bank lSyariah lyang ltelah 

lmemenuhi lsyarat ljuga lmenyediakan ljasa lkeagenan ldan lkerjasama, lmisalnya 

lAgen lPenjual lSurat lBerharga lSyariah lyang lDiter-bitkan lPemerintah ldan 

lPayment lPoint. lBank lSyariah ljuga lmenyediakan ljasa lsistem lpembayaran ldan 

lelectronic lbanking ldalam lbentuk lpenyelenggara lTransfer lDana. lKegiatan llainnya 

lbank lSyariah lantara llain: lSafe lDeposit lBox l(SDB), lTraveller’s lCheque l(TC), 

lPayroll, lVirtual lAccount l(VA), lCash lPick lUp land lDelivery, lAgen 

lPenampungan l(escrow lagent), ldan lBank lGaransi. (Kholis, 2020). 

 

3. Kebijakan lPengembangan lPerbankan lSyariah 

 

Pengembangan lsistem lperbankan lsyariah ldi lIndonesia ldilakukan ldalam 

lkerangka ldual-banking lsystem latau lsistem lperbankan lganda ldalam lkerangka 

lArsitektur lPerbankan lIndonesia l(API), luntuk lmenghadirkan lalternatif ljasa 

lperbankan lyang lsemakin llengkap lkepada lmasyarakat lIndonesia. lSecara lbersama-

sama, lsistem lperbankan lsyariah ldan lperbankan lkonvensional lsecara lsinergis 

lmendukung lmobilisasi ldana lmasyarakat lsecara llebih lluas luntuk lmeningkatkan 

lkemampuan lpembiayaan lbagi lsektor-sektor lperekonomian lnasional. 

l(Latumaerissa, 2017) 

Karakteristik lsistem lperbankan lsyariah lyang lberoperasi lberdasarkan lprinsip 

lbagi lhasil lmemberikan lalternatif lsistem lperbankan lyang lsaling lmenguntungkan 

lbagi lmasyarakat ldan lbank, lserta lmenonjolkan laspek lkeadilan ldalam 

lbertransaksi, linvestasi lyang lberetika, lmengedepankan lnilai-nilai lkebersamaan ldan 

lpersaudaraan ldalam lberproduksi, ldan lmenghindari lkegiatan lspekulatif ldalam 

lbertransaksi lkeuangan. lDengan lmenyediakan lberagam lproduk lserta llayanan ljasa 

lperbankan lyang lberagam ldengan lskema lkeuangan lyang llebih lbervariatif, 

lperbankan lsyariah lmenjadi lalternatif lsistem lperbankan lyang lkredibel ldan ldapat 

ldinimati loleh lseluruh lgolongan lmasyarakat lIndonesia ltanpa lterkecuali. 

4. Dalam lkonteks lpengelolaan lperekonomian lmakro, lmeluasnya lpenggunaan 

lberbagai lproduk ldan linstrumen lkeuangan lsyariah lakan ldapat lmerekatkan 

lhubungan lantara lsektor lkeuangan ldengan lsektor lriil lserta lmenciptakan 

lharmonisasi ldi lantara lkedua lsektor ltersebut. lSemakin lmeluasnya lpenggunaan 

lproduk ldan linstrumen lsyariah ldisamping lakan lmendukung lkegiatan 

lkeuangan ldan lbisnis lmasyarakat ljuga lakan lmengurangi ltransaksi-transaksi 

lyang lbersifat lspekulatif, lsehingga lmendukung lstabilitas lsistem lkeuangan 

lsecara lkeseluruhan, lyang lpada lgilirannya lakan lmemberikan lkontribusi lyang 

lsignifikan lterhadap lpencapaian lkestabilan lharga ljangka lmenengah-panjang. 

5. Dengan ltelah ldiberlakukannya lUndang-Undang lNo.21 lTahun l2008 ltentang 

lPerbankan lSyariah lyang lterbit ltanggal l16 lJuli l2008, lmaka lpengembangan 

lindustri lperbankan lsyariah lnasional lsemakin lmemiliki llandasan lhukum lyang 

lmemadai ldan lakan lmendorong lpertumbuhannya lsecara llebih lcepat llagi. 
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lDengan lprogres lperkembangannya lyang limpresif, lyang lmencapai lrata-rata 

lpertumbuhan laset llebih ldari l65% lpertahun ldalam llima ltahun lterakhir, lmaka 

ldiharapkan lperan lindustri lperbankan lsyariah ldalam lmendukung 

lperekonomian lnasional lakan lsemakin lsignifikan. 

6. Untuk lmemberikan lpedoman lbagi lstakeholders lperbankan lsyariah ldan 

lmeletakkan lposisi lserta lcara lpandang lBank lIndonesia ldalam 

lmengembangkan lperbankan lsyariah ldi lIndonesia, lselanjutnya lBank lIndonesia 

lpada ltahun l2002 ltelah lmenerbitkan l“Cetak lBiru lPengembangan lPerbankan 

lSyariah ldi lIndonesia”. lDalam lpenyusunannya, lberbagai laspek ltelah 

ldipertimbangkan lsecara lkomprehensif, lantara llain lkondisi laktual lindustri 

lperbankan lsyariah lnasional lbeserta lperangkat-perangkat lterkait, ltrend 

lperkembangan lindustri lperbankan lsyariah ldi ldunia linternasional ldan 

lperkembangan lsistem lkeuangan lsyariah lnasional lyang lmulai lmewujud, lserta 

ltak lterlepas ldari lkerangka lsistem lkeuangan lyang lbersifat llebih lmakro 

lseperti lArsitektur lPerbankan lIndonesia l(API) ldan lArsitektur lSistem 

lKeuangan lIndonesia l(ASKI) lmaupun linternational lbest lpractices lyang 

ldirumuskan llembaga-lembaga lkeuangan lsyariah linternasional, lseperti lIFSB 

l(Islamic lFinancial lServices lBoard), lAAOIFI ldan lIIFM. 

7. Pengembangan lperbankan lsyariah ldiarahkan luntuk lmemberikan lkemaslahatan 

lterbesar lbagi lmasyarakat ldan lberkontribusi lsecara loptimal lbagi 

lperekonomian lnasional. lOleh lkarena litu, lmaka larah lpengembangan 

lperbankan lsyariah lnasional lselalu lmengacu lkepada lrencana-rencana lstrategis 

llainnya, lseperti lArsitektur lPerbankan lIndonesia l(API), lArsitektur lSistem 

lKeuangan lIndonesia l(ASKI), lserta lRencana lPembangunan lJangka lMenengah 

lNasional l(RPJMN) ldan lRencana lPembangunan lJangka lPanjang lNasional 

l(RPJPN). lDengan ldemikian lupaya lpengembangan lperbankan lsyariah 

lmerupakan lbagian ldan lkegiatan lyang lmendukung lpencapaian lrencana 

lstrategis ldalam lskala lyang llebih lbesar lpada ltingkat lnasional. 

8. “Cetak lBiru lPengembangan lPerbankan lSyariah ldi lIndonesia” lmemuat lvisi, 

lmisi ldan lsasaran lpengembangan lperbankan lsyariah lserta lsekumpulan 

linisiatif lstrategis ldengan lprioritas lyang ljelas luntuk lmenjawab ltantangan 

lutama ldan lmencapai lsasaran ldalam lkurun lwaktu l10 ltahun lke ldepan, lyaitu 

lpencapaian lpangsa lpasar lperbankan lsyariah lyang lsignifikan lmelalui 

lpendalaman lperan lperbankan lsyariah ldalam laktivitas lkeuangan lnasional, 

lregional ldan linternasional, ldalam lkondisi lmulai lterbentuknya lintegrasi ldgn 

lsektor lkeuangan lsyariah llainnya. 

9. Dalam ljangka lpendek, lperbankan lsyariah lnasional llebih ldiarahkan lpada 

lpelayanan lpasar ldomestik lyang lpotensinya lmasih lsangat lbesar. lDengan lkata 

llain, lperbankan lSyariah lnasional lharus lsanggup luntuk lmenjadi lpemain 

ldomestik lakan ltetapi lmemiliki lkualitas llayanan ldan lkinerja lyang lbertaraf 

linternasional. 

10. Pada lakhirnya, lsistem lperbankan lsyariah lyang lingin ldiwujudkan loleh lBank 

lIndonesia ladalah lperbankan lsyariah lyang lmodern, lyang lbersifat luniversal, 

lterbuka lbagi lseluruh lmasyarakat lIndonesia ltanpa lterkecuali. lSebuah lsistem 

lperbankan lyang lmenghadirkan lbentuk-bentuk laplikatif ldari lkonsep lekonomi 

lsyariah lyang ldirumuskan lsecara lbijaksana, ldalam lkonteks lkekinian 

lpermasalahan lyang lsedang ldihadapi loleh lbangsa lIndonesia, ldan ldengan 

ltetap lmemperhatikan lkondisi lsosio-kultural ldi ldalam lmana lbangsa lini 

lmenuliskan lperjalanan lsejarahnya. lHanya ldengan lcara ldemikian, lmaka 

lupaya lpengembangan lsistem lperbankan lsyariah lakan lsenantiasa ldilihat ldan 



21 

 

lditerima loleh lsegenap lmasyarakat lIndonesia lsebagai lbagian ldari lsolusi latas 

lberbagai lpermasalahan lnegeri. (OJK) 

 

CONCLUSION 

 

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam, yang melarang riba, investasi dalam usaha haram, dan 

mengedepankan sistem bagi hasil. Berdasarkan Al-Quran dan hadits, perbankan syariah 

pertama kali diterapkan di Mesir pada tahun 1963 dan sejak itu berkembang pesat di 

berbagai negara, termasuk Indonesia, yang ditandai dengan pendirian Bank Muamalat pada 

tahun 1991. Prinsip utama dari perbankan syariah meliputi larangan riba, hanya 

berinvestasi pada usaha halal, serta distribusi zakat, sehingga memberikan alternatif 

transaksi yang adil dan etis. Pada tahun 2021, penggabungan tiga bank syariah BUMN 

menjadi Bank Syariah Indonesia mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjadi 

pemimpin global di industri keuangan syariah. Bank syariah berfungsi sebagai perantara 

antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan, menawarkan berbagai layanan 

pembiayaan berdasarkan akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. 

Diatur dalam UU No. 21 tahun 2008, perbankan syariah berupaya untuk terus berinovasi 

demi memenuhi kebutuhan masyarakat secara etis, sekaligus berkontribusi signifikan 

terhadap perekonomian nasional dalam kerangka dual-banking system yang terintegrasi 

dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). 

 

SUGGESTIONS 

Berikut adalah saran untuk mengatasi tantangan dan mendorong pertumbuhan bisnis 

perbankan syariah di Indonesia: 

1. Inovasi Produk dan Layanan: Bank syariah perlu terus mengembangkan produk 

dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini termasuk produk-

produk yang lebih kompetitif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta 

layanan yang lebih ramah pengguna melalui platform digital. 

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi 

sumber daya manusia dalam bidang perbankan syariah melalui pelatihan dan 

pendidikan khusus. Bank juga bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk 

menghasilkan tenaga ahli yang siap bekerja di industri perbankan syariah. 

3. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah: Mengadakan sosialisasi dan edukasi 

kepada masyarakat mengenai keunggulan dan manfaat perbankan syariah. Ini bisa 

dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye publik agar masyarakat lebih 

memahami perbankan syariah dan tertarik untuk menjadi nasabah. 
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